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IPSAP Nomor 01 Tentang Transaksi Dalam Mata Uang Asing

PENGANTAR ( LATAR BELAKANG)

Sehubungan dengan adanya transaksi dalam mata uang asing maka timbul pertanyaan
tentang pembukuan mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing
menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi atas semua transaksi dalam mata

uang asing tersebut.

Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) dalam hal ini memandang perlu untuk
memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan menerbitkan Interpretasi

atas PSAP No. 02 paragraf 62 tentang Transaksi Dalam Mata Uang Asing.
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INTERPRETASI TENTANG TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

Kutipan PSAP
Paragraf 62 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran menyatakan:

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan
menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral
pada tanggal transaksi.

Alasan Interpretasi:

Dalam penerapan Paragraf 62 di atas, timbul pertanyaan apakah semua transaksi dalam
mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah
mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi?

Interpretasi:

Saat ini, Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban atau bertransaksi dalam berbagai mata
uang asing, terutama dolar Amerika Serikat (USD). Kewajiban/transaksi dalam USD akan
dibayar dengan USD dari dana yang tersedia dalam bentuk USD dan/atau dengan cara
membelinya jika dana dalam bentuk USD tidak tersedia/cukup. Kewajiban dalam mata uang
asing selain USD dibayar dengan membeli mata uang asing yang bersangkutan (baik
dengan rupiah maupun USD) jika Pemerintah tidak memiliki dana dalam bentuk mata uang
asing tersebut.

Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, maka dapat terjadi beberapa varian transaksi
dalam mata uang asing sehingga diperlukan interpretasi sebagai berikut:

1. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang
digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut
dicatat dengan menjabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah
bank sentral pada tanggal transaksi.

Sebagai ilustrasi, pada tanggal 5 Juli 2008 Pemerintah membayar utang ke Asian
Development Bank (ADB) sebesar USD2.000.000 dari rekening USD. Kurs jual pada
tanggal tersebut Rp9.300/USD dan kurs beli USD Bl terhadap rupiah adalah
Rp9.200/USD, atau kurs tengah Rp9.250/USD. Maka dalam akuntansi keuangan,
transaksi tersebut dicatat sebesar USD2 juta dikalikan dengan kurs tengah Bl atau
ekuivalen Rp18.500.000.000 (USD2 juta X Rp9.250/USD).

2. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam
transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi
dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi,
yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.

Sebagai contoh, pada tanggal 5 Juli 2008 Pemerintah membayar utang ke ADB sebesar
JPY2.000.000.000. Karena tidak tersedia dana dalam JPY, Pemerintah harus membeli
JPY untuk membayarnya. Untuk membeli JPY dalam jumlah tersebut pemerintah
mengeluarkan dana rupiah sebesar Rp160.000.000.000 berdasar kurs transaksi
Rp80/JPY. Maka atas transaksi pelunasan utang tersebut, jumlah yang dicatat dalam
akuntansi keuangan pemerintah adalah sebesar Rp160.000.000.000 (JPY2.000.000.000
X Rp80/JPY).
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3. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk
bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya,
maka:

a. transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan
menggunakan kurs transaksi.

b. transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah
berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Sebagai ilustrasi, pada tanggal 5 Juli 2008 Pemerintah membayar utang kepada
Pemerintah Korea sebesar KRW2.000.000.000. Dana yang tersedia untuk membayar
utang dimaksud adalah dalam denominasi USD. Kurs transaksi yang diperoleh
pemerintah untuk membeli KRW adalah 1 USD = 930 KRW, sehingga Pemerintah harus
mengeluarkan persediaan USD sebesar USD2.150.538 (KRW2.000.000.000 :
KRW930/USD). Kurs jual pada tanggal tersebut Rp9.300/USD dan kurs beli adalah
Rp9.200/USD, atau kurs tengah Rp9.250/USD. Maka nilai atas transaksi tersebut yang
dicatat dalam akuntansi keuangan pemerintah dalam mata uang rupiah adalah sebesar
Rp19.892.476.500 (USD2.150.538 X Rp9.250/USD).

Interpretasi tentang mata uang asing ini berlaku pula untuk transaksi penerimaan/penarikan,
dengan perlakuan sebagai berikut:

e Penerimaan/penarikan dalam mata uang asing yang langsung digunakan untuk
membayar dalam mata uang yang sama dibukukan dalam rupiah dengan kurs
tengah;

e Penerimaan/penarikan dalam mata uang asing yang langsung untuk membayar
transaksi dalam rupiah dibukukan dengan kurs transaksi dari Bl/Bank Umum
bersangkutan.

e Penerimaan/penarikan dalam mata uang asing yang sesuai dengan komitmennya
dalam mata uang asing yang diterima dalam rekening milik Bendahara Umum
Negara dibukukan dengan kurs tengah Bl/ Bank Umum bersangkutan;

e Penerimaan/penarikan dalam mata uang asing yang tidak sesuai dengan
komitmennya yang diterima dalam rekening milik Bendahara Umum Negara
dibukukan dengan kurs transaksi.

Interpretasi ini harus dibaca dan digunakan dalam kaitannya dengan Paragraf 62 PSAP
Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.
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Negara/Daerah

INTERPRETASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN NOMOR 02
TENTANG

PENGAKUAN PENDAPATAN YANG DITERIMA PADA REKENING KAS UMUM
NEGARA/DAERAH

Kutipan PSAP

Paragraf 21 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang
Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas Lampiran | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan:

Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Paragraf 22 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Lampiran || PP Nomor 71
Tahun 2010 menyatakan:

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Alasan Interpretasi:

Dalam penerapan Paragraf 21 dan 22 di atas, timbul pertanyaan apakah pendapatan yang
diterima langsung oleh entitas pemerintah atau entitas lainnya yang belum disetor ke
Rekening Kas Umum Negara/Daerah (RKUN/RKUD), dan sering juga pendapatan tersebut
tidak disetor ke rekening kas umum negara/daerah tetapi langsung digunakan oleh entitas
yang menerimanya, dapat diakui sebagai Pendapatan-LRA Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.

Dalam praktik tidak semua pendapatan dalam bentuk kas diterima pada RKUN/RKUD,
terdapat pendapatan kas vyang diterima oleh entitas selain Bendahara Umum
Negara/Daerah (BUN/BUD), bahkan ada yang langsung digunakan oleh Satuan Kerja
(Satker)/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Beberapa praktik terkait dengan
penerimaan pendapatan yaitu:

1. Pendapatan kas diterima satker/SKPD dan belum disetor ke RKUN/RKUD.

Pada kondisi ini, satker/SKPD diharuskan menyetor seluruh pendapatan ke RKUN/RKUD
sesegera mungkin sesuai dengan ketentuan. Dalam kenyataannya, dapat terjadi
pendapatan tersebut terlambat disetor, bahkan belum disetor ke RKUN/RKUD sampai
tanggal pelaporan keuangan.

Contoh: Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima oleh satker, pada akhir
tahun pelaporan belum disetor ke RKUN.

2. Pendapatan kas diterima satker atas nama BUN digunakan langsung oleh satker.

Pada kondisi ini, satker menggunakan langsung pendapatan yang diterima untuk
mendanai kegiatannya tanpa terlebih dahulu disetor ke RKUN. BUN menyetujui secara
resmi bahwa pendapatan yang diterima dapat digunakan oleh satker. Pendapatan dan
belanja yang didanai dari pendapatan tersebut disahkan oleh BUN sebagai pendapatan
dan belanja negara. Untuk dapat disahkan, satker melaporkan pendapatan dan belanja
tersebut kepada BUN.

Contoh: Hibah langsung yang diterima oleh satker pada kementerian/lembaga. Hibah
tersebut langsung digunakan oleh satker tanpa menyetorkannya terlebih dahulu ke
RKUN. Pendapatan tersebut dilaporkan kepada BUN untuk mendapat pengesahan
sebagai pendapatan Pemerintah Pusat.
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3. Pendapatan kas diterima dan digunakan langsung oleh SKPD tanpa terlebih dahulu
disetor ke RKUD serta tidak dilaporkan ke BUD.

Pada kondisi ini, pendapatan diterima langsung dan digunakan untuk operasional entitas
penerima tanpa terlebih dahulu disetor ke RKUD dan tidak dilaporkan kepada BUD.

Contoh:Hibah langsung dana yang diterima oleh suatu satuan kerja yang menjadi bagian
dari entitas pelaporan yang kemudian langsung digunakan tanpa disetorkan ke
RKUN/RKUD.

4. Pendapatan hibah dari luar negeri yang tidak disalurkan ke rekening satker tetapi
langsung dibayarkan kepada rekanan yang ditunjuk, untuk mendanai belanja satker.

Contoh: Pembayaran oleh negara donor langsung kepada kontraktor rekanan pemerintah
atas proyek pembangunan prasarana dari kegiatan yang didanai dengan hibah dari luar
negeri.

5. Pendapatan diterima entitas lain di luar pemerintah atas nama BUN/BUD dan pendapatan
terlambat disetor ke RKUN/RKUD.

Pada kondisi ini, entitas lain tersebut diijinkan secara resmi oleh BUN/BUD untuk
menerima pendapatan tetapi karena sesuatu hal, pendapatan tersebut terlambat disetor
ke RKUN/RKUD.

Contoh: Pendapatan negara tahun berjalan yang diterima bank persepsi, karena suatu
hal, belum dilimpahkan ke RKUN.

Selanjutnya dapat dijelaskan pula bahwa, tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah
sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 9 PSAP 01 huruf ¢ dan e adalah: untuk
menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan
akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- pada huruf ¢c; menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan
sumber daya ekonomi;

- pada huruf e; menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai
aktivitas dan memenuhi kebutuhan kas.

Sejalan dengan tujuan pelaporan keuangan tersebut, maka seluruh pendapatan yang
berbentuk kas wajib disajikan sebagai bagian sumber daya kas oleh entitas yang
menggunakannya.

Interpretasi:

Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran | PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa
Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah, dan
Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran |l PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa
Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengakuan
pendapatan ditentukan oleh BUN/BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata
oleh  RKUN/RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya. Oleh karena itu,
pernyataan bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada RKUN/RKUD perlu
diinterpretasikan sehingga pendapatan sesuai PSAP di atas mencakup hal-hal sebagai
berikut:

1. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUN/RKUD.
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2. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan
negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan
ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD.

3. Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke
RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD
untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.

4. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan
untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib
melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.

5. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas
yang diberikan oleh BUN/BUD, dan BUN/BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Interpretasi ini harus dibaca dan digunakan dalam kaitannya dengan Paragraf 21 PSAP
Nomor 02 Lampiran | PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran
[I PP Nomor 71 Tahun 2010.

Interpretasi ini dapat diterapkan secara analogis pada belanja negara/daerah terkait dengan
pendapatan di atas dengan mengacu pada Paragraf 31 PSAP Nomor 02 Lampiran | PP
Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 31 PSAP Nomor 02 Lampiran Il PP Nomor 71 Tahun
2010.

Tanggal Efektif

Interpretasi ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2013. Penerapan untuk laporan keuangan
atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran 2012 dianjurkan.
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IPSAP Nomor 03 tentang Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang Diterima pada Rekening Kas Umum
Negara/Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang Dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah

INTERPRETASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN NOMOR 03
TENTANG

PENGAKUAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN YANG DITERIMA PADA REKENING KAS
UMUM NEGARA/DAERAH

DAN

PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG DIKELUARKAN DARI REKENING KAS UMUM
NEGARA/DAERAH

Kutipan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP):

Paragraf 52 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada
Lampiran | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, dan Paragraf 52 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada
Lampiran Il PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan:

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum
Negara/Daerah.

Paragraf 56 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada
Lampiran | PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan
Paragraf 56 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Lampiran Il PP
Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan:

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum
Negara/Daerah.

Alasan Interpretasi:

Apabila Paragraf 52 PSAP Nomor 02 Lampiran | dan Paragraf 52 PSAP Nomor 02 Lampiran
II PP Nomor 71 Tahun 2010 di atas diterapkan secara harfiah, maka suatu transaksi
penerimaan pembiayaan tertentu yang tidak disertai penyetoran kas ke Rekening Kas
Umum Negara/Daerah (RKUN/RKUD) tidak akan dapat diakui dan dicatat sebagai
penerimaan pembiayaan.

Bagitu pula, apabila Paragraf 56 PSAP Nomor 02 Lampiran | dan Paragraf 56 PSAP Nomor
02 Lampiran Il PP Nomor 71 Tahun 2010 di atas diterapkan secara harfiah, maka suatu
transaksi pengeluaran pembiayaan yang tidak disertai pengeluaran kas dari RKUN/RKUD
tidak akan dapat diakui dan dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan.

Beberapa praktik terkait dengan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang ada terjadi
saat ini:

1. Bendahara Umum Negara (BUN) atau kuasanya, atas permintaan Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), meminta kepada pemberi pinjaman
untuk membayar letter of credit (L/C) untuk impor barang proyek pemerintah dari dana
pinjaman yang telah disepakati. Atas pelaksanaan pembayaran L/C tersebut, pemberi
pinjaman memberitahu pemerintah dengan notice of disbursement (NoD) bahwa
sebagian dana pinjaman telah dicairkan untuk membayar L/C dalam rangka belanja,
sehingga utang telah dapat diakui, dan dengan demikian secara de facto pemerintah
telah menerima penerimaan pembiayaan walau tidak terdapat aliran masuk kas ke
RKUN.
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IPSAP Nomor 03 tentang Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang Diterima pada Rekening Kas Umum
Negara/Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang Dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah

2. BUN atau kuasanya, berdasarkan permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran (PA/KPA), meminta kepada pemberi pinjaman untuk melakukan Pembayaran
Langsung (direct payment) kepada rekanan/pihak yang ditunjuk atas beban utang
pemerintah. Atas Pembayaran Langsung ini pemberi pinjaman memberitahukan kepada
pemerintah dengan NoD bahwa sebagian dana pinjaman telah dicairkan, sehingga
pada saat itu pemerintah harus mengakui timbulnya utang dan sekaligus terjadi
penerimaan pembiayaan walaupun transaksi dimaksud tidak melalui RKUN.

3. Pemerintah menerima hibah berupa saham (bukan kas). Atas transaksi tersebut,
Pemerintah di satu sisi mengakuinya sebagai pendapatan hibah dan di sisi lain
mengakuinya sebagai pengeluaran pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal
pemerintah.

4. Pemerintah melakukan konversi piutang atau penyertaan modal dalam bentuk aset non
kas menjadi penyertaan modal pemerintah. Atas transaksi tersebut pemerintah di satu
sisi mengakui adanya pengurangan piutang atau aset non kas, dan di sisi lain mengakui
penambahan penyertaan modal pemerintah dan pengeluaran pembiayaan.

5. Satker Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD)
menggunakan pendapatannya untuk menambah pokok dana bergulir atau menambah
pokok dana investasi. Atas transaksi tersebut satker BLU/BLUD mengakui adanya
pengeluaran pembiayaan dan penambahan dana bergulir atau investasi walaupun
pengeluaran tersebut tidak melalui RKUN/RKUD.

Selanjutnya dapat dijelaskan pula bahwa, penyajian laporan keuangan pemerintah

sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 9 PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan

Keuangan pada Lampiran | dan Lampiran Il PP Nomor 71 Tahun 2010 bertujuan untuk

menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan

akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- pada huruf ¢; menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan
sumber daya ekonomi;

- pada huruf e; menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai
aktivitas dan memenuhi kebutuhan kas.

Sejalan dengan tujuan pelaporan keuangan tersebut, maka seluruh penerimaan maupun
pengeluaran pembiayaan, baik yang berbentuk kas ataupun bentuk lain, waijib
diakuntansikan oleh entitas yang bersangkutan.

Interpretasi:

Paragraf 52 PSAP Nomor 02 pada Lampiran | dan Paragraf 52 PSAP Nomor 02 pada
Lampiran Il PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa “Penerimaan pembiayaan
diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.*

Paragraf 56 PSAP Nomor 02 Lampiran | dan Paragraf 56 PSAP Nomor 02 Lampiran |l PP
Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa “Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat
dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.”

Dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengakuan
penerimaan pembiayaan ditentukan oleh BUN/BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan
semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu tempat penampungan. Oleh karena itu,
pernyataan bahwa penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUN/RKUD
perlu diinterpretasikan, sehingga mencakup transaksi berikut:
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Penerimaan pembiayaan yang diterima pada RKUN/RKUD;
2. Penerimaan pembiayaan pada rekening khusus, yang dibentuk untuk menampung
transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang;

3. Pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah BUN/BUD untuk membayar pihak ketiga
atau pihak lain terkait atas dana pinjaman yang dianggarkan sebagai pembiayaan.

Dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengakuan
pengeluaran pembiayaan ditentukan oleh BUN/BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan
semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu sumber pengeluaran. Oleh karena itu,
pernyataan bahwa pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUN/RKUD
perlu diinterpretasikan secara lebih luas, sehingga mencakup transaksi berikut:

1. Pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan dari RKUN/RKUD;

2. Pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui RKUN/RKUD yang diakui oleh BUN/BUD.

Interpretasi ini harus dibaca dan digunakan dalam kaitannya dengan Paragraf 52 dan 56
PSAP Nomor 02 pada Lampiran | dan Paragraf 52 dan 56 PSAP Nomor 02 pada Lampiran |l
PP Nomor 71 Tahun 2010.

Tanggal Efektif

Interpretasi ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2013. Penerapan untuk laporan keuangan
atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran 2012 dianjurkan.
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KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
(KSAP)

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan/atau
penyusunan laporan keuangan berbasis akrual saat pertama kali dapat menimbulkan
perbedaan penafsiran akan perlu tidaknya melakukan penyajian kembali laporan keuangan
mengingat adanya perubahan penerapan basis akuntansi dari Basis Kas Menuju Akrual ke
Basis Akrual.

Terhadap praktik di atas, Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) memandang
perlu untuk memberikan interpretasi sebagai penegasan atas perlu tidaknya penyajian
kembali laporan keuangan dengan menerbitkan suatu Interpretasi Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi
Kesalahan tanpa Kewajiban Penyajian Kembali Laporan Keuangan.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dapat dilengkapi dengan IPSAP dan/atau Buletin Teknis SAP;

2. IPSAP dan Buletin Teknis SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan
diterbitkan oleh KSAP dan diberitahukan kepada Pemerintah dan Badan Pemeriksa
Keuangan;

Dengan ini KSAP menetapkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan (IPSAP) Nomor 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi
Kesalahan tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan.

Jakarta, Januari 2016

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Binsar H. Simanjuntak Ketua
Sonny Loho Sekretaris
Jan Hoesada Anggota
Yuniar Yanuar Rasyid Anggota
Dwi Martani Anggota
Sumiyati Anggota

Firmansyah N. Nazaroedin Anggota

Hamdani Anggota
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INTERPRETASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
NOMOR 04
TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN KOREKSI
KESALAHAN TANPA PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN

Referensi

* Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

* PSAP 01 : Penyajian Laporan Keuangan

e PSAP 02 : Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

* PSAP 04 : Catatan atas Laporan Keuangan

* PSAP 07 : Akuntansi Aset Tetap

e PSAP 09 : Akuntansi Kewajiban

* PSAP 10 : Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi
Akuntansi, dan Operasi yang tidak Dilanjutkan

* PSAP 12: Laporan Operasional

Latar Belakang

01. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tidak mengatur mengenai penyajian
kembali laporan keuangan. Kewajiban penyajian kembali laporan keuangan diatur dalam
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) atau International Public Sector
Accounting Standards (IPSAS), sehingga menimbulkan penafsiran bahwa penyajian kembali
tersebut juga diperlukan dalam rangka penerapan SAP Berbasis Akrual sesuai Lampiran |
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan. Penafsiran ini didasarkan pada prinsip diperlukannya perbandingan laporan
keuangan tahun berjalan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya.

02. Terdapat berbagai tafsir tentang koreksi kesalahan akuntansi akibat belum
diterapkannya akuntansi penyusutan aset tetap, akuntansi penyisihan piutang dan lain-lain,
sesuai PP Nomor 24 Tahun 2005 dan Lampiran Il PP Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur
SAP Berbasis Kas Menuju Akrual untuk periode akuntansi 2005 - 2014.

Permasalahan
03. Penafsiran mengenai penyajian kembali laporan keuangan dapat berdampak
luas bagi proses pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), antara lain:

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1
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1. Perubahan Undang-Undang (UU)/Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggung-
jawaban atas Pelaksanaan APBN/APBD.
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN/APBD setiap tahun ditetapkan dalam
UU/Perda. Apabila dilakukan penyajian kembali laporan keuangan, maka laporan
keuangan yang menjadi dasar penetapan UU/Perda dimaksud akan berubah dan
memerlukan pengesahan kembali.

2. Pemeriksaan (Audit) ulang.
Laporan keuangan pemerintah setiap periode diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan atau auditor eksternal pemerintah. Apabila dilakukan penyajian kembali
laporan keuangan, maka diperlukan pemeriksaan ulang atas unsur-unsur laporan

keuangan yang berubah.

INTERPRETASI

04. Entitas tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis
Kas Menuju Akrual menjadi Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Akrual agar
dapat dibandingkan dengan Laporan Keuangan Tahun 2015.

05. Perubahan dalam penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 terhadap Laporan
Keuangan Tahun 2014 bukan merupakan perubahan kebijakan akuntansi pada umumnya,
namun lebih mendasar karena merupakan perubahan basis standar akuntansi. Penerapan
SAP Berbasis Akrual (sesuai Lampiran | PP Nomor 71 Tahun 2010) untuk tahun buku yang
dimulai pada 1 Januari 2015 menyebabkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual (sesuai
Lampiran Il PP Nomor Tahun 2010) tidak berlaku lagi. Dengan demikian, kedua laporan
keuangan (Laporan Keuangan per 31 Desember 2014 dan Laporan Keuangan per 31
Desember 2015) disajikan sesuai dengan basis standar akuntansinya masing-masing.

06. Entitas tidak melakukan penyajian kembali laporan keuangan sebagai
akibat perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Dampak kumulatif yang
disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang
berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada Laporan
Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

07. Perubahan yang signifikan atas pos-pos laporan keuangan akibat dari
perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan
keuangan periode sebelumnya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam

rangka memberikan informasi atas keterbandingan laporan keuangan.

TANGGAL EFEKTIF
08. IPSAP ini berlaku untuk penyusunan laporan keuangan periode yang dimulai

pada dan setelah tanggal 1 Januari 2015.
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